BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Peran pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam memberikan
pelindungan hukum terhadap tenun ikat Sukerare, sebagai bagian
kekayaan intelektual tradisional di Indonesia meliputi, pengarahan,
pembinaan, pembimbingan dalam rangka peningkatan kesadaran
mengenai pentingnya hak cipta dan memfasilitasi pengrajin tenun ikat
dalam mendaftarkan hasil karyanya. Harus diakui bahwa pelaksanaan
peran pemerintah daerah tersebut belum optimal, hal ini dapat dilihat dari
belum adanya peningkatan kesadaran pengerajin tenun ikat Sukerare
untuk mendaftarkan Hak Cipta. Kondisi demikian terjadi karena adanya
beberapa hambatan dalam pelaksanaan pelindungan hukum tenun ikat
Sukerare, seperti faktor budaya dan rendahnya tingkat pendidikan
pengerajin.

Unsur budaya masyarakat merupakan faktor penghambat dalam
memberikan pelindungan hukum terhadap tenun ikat Sukerare. Unsur
budaya yang dimaksud adalah prinsip kebersamaan dan kekeluargaan
dalam masyarakat Suku Sasak, termasuk masyarakat Dusun Sukerare.

Prinsip tersebut membuat pengrajin menilai motif tenun ikat baru yang
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diciptakan adalah milik bersama sehingga tidak perlu didaftarkan Hak

Ciptanya.

B. Saran

Berikut merupakan beberapa saran yang dapat penulis

rekomendasikan:

1.

Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa bantuan
pendanaan bagi pengrajin tenun ikat Dusun Sukerare, agar dapat
melakukan pendaftaran Hak Cipta atas motif baru tenun ikat yang
diciptakan. Dalam hal ini, pendaftaran Hak Cipta dapat menjadi bagian
dari upaya pengerajin untuk memberikan kepastian pelindungan tenun
ikat dan memperkaya kekayaan budaya Indonesia.

Bagi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah dapat meningkatkan
upaya sosialisasi atas pentingnya pendaftaran Hak Cipta secara lebih
terjadwal. Selain itu, diperlukan upaya untuk mengubah pemahaman
masyarakat bahwa Hak Cipta tidak bertentangan dengan prinsip
kebersamaan dan kekeluargaan yang ada dalam budaya Suku Sasak.
Pemerintah daerah juga dapat mengkaji pembuatan Peraturan Daerah
yang secara lebih jelas mengatur pelindungan hukum atas tenun ikat di
Kabupaten Lombok Tengah, khususnya di daerah Sukerare sebagai

sentra pengrajin tenun ikat.
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RINGKASAN JAWABAN

Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai perkembangan tenun ikat Sukerare pada saat
ini?

Sangat pesat sekali, dan sangat banyak yang menggunakan tenun ikat, terunama anak-
anak muda yang sekarang sudah didesain sesuai perkembangan zaman. Tenun ikat
sekarang ini, tidak hanya sebatas sebagai pakaian adat semata, tetapi lebih didesain
untuk semua kalangan dengan nuansa lebih modern. Banyak juga yang didesain
sedemikian rupa sehingga mampu menjelma menjadi cindramata dan sovenir-sovenir

unik, bahkan elemen interior rumah dan merambah sampai dengan produk mebel.

Bagaimana upaya pemerintah kabupaten lombok tengah dan pengrajin dalam
melestarikan tenun tenun ikat?

Jika dilihat sekarang ini, memang pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, sudah melakukan upaya
pelestarian melalui pemasaran, penyuluhan, pematenan motif baru, dan mengadakan
festival-festival tenun, tetapi memang belum maksimal karena budaya masyarakat yang
tingkat sosialnya masih tinggi. Sedangkan pengrajin sendiri sekarang ini lebih kreatif
dalam membuat motif-motif baru tenun ikat, banyak juga masyarakat dan pengrajin
sendiri yang membiasakan penggunaan tenun ikat dalam acara-acara adat maupun

pakaian-pakaian keseharian.
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Mengapa pada saat ini banyak pengrajin yang belum mendaftarkan motif tenun ikat baru
yang diproduksinya?

Jika melihat hal ini, kita memang tidak heran karena kita juga mengetahui bahwa rata-
rata pendidikan pengrajin yang ada di Sukerare adalah tamanan SD, ada juga yang
SMP dan SMA, D3 dan S1, tetapi banyak juga yang tidak pernah bersekolah sama
sekali. Banyaknya pengrajin yang belum mengenyam pendidikan inilah yang menjadi
salah satu faktor banyaknya motif baru yang belum didaftarkan, disamping belum
maksimalnya peran pemerintah dalam mensosialisasikan dan mengarahkan pengrajin
untuk mandaftarkan motif baru tenun ikan tersebut, dan ditambah lagi faktor budaya

masyarakat.

Kerugian apa yang dialami oleh pengrajin apabila tidak mendaftarkan hak cipta motif
tenun ikatnya?

Secara ekonomi terdapat kerugian yang dialami pengrajin, dalam hal ini banyak yang
menjiplak, kemudian jika motif tersebut dipatenkan oleh pengrajin lain maka pengrajin
pembuat pertama tidak dapat membuat motif tersebut kembali. Sehingga pengrajin
pembuat pertama harus membuat motif baru, maka hal inilah yang berdampak pada

perekonomian pengrajin.

Keuntungan apa yang dapat diperoleh oleh pemerintah dan pengrajin jika motif baru
tenun ikat dilindungi?

Keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah tentu ada, ketika motif tersebut dilindungi
maka akan menambah daftar kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh indonesia,
selain itu tatanan masyarakat semakin tentram dengan adanya perlindungan yang

diberikan pemerintah, dan Undang-undang yang telah buat berjalan sebagaimana
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mestinya. Sedangkan keuntungan bagi pengrajin dapat dilihat dari ketika motif tenun
tersebut di lindungi, maka pengrajin akan semakin kreatif dalam membuat motif baru
tenun ikat, karena dalam pandangan pengrajin, terdapat semacam rasa takut untuk

menjiplak motif tenun yang telah di ciptakan oleh pengrajin sebelumnya.

Apakah faktor budaya masyarakat tradisional yang dianut oleh masyarakat Sukerare
berpengaruh terhadap pemikiran dan cara pandang masyarakat mengenai pentingnya
perlindungan hukum bagi motif tenun ikat yang diproduksinya?

Sangat jelas, karena suku sasak termasuk masyarakat sukerare pada umumnya sangat
sosialis dan memegang teguh prinsip-prinsip kekeluargaan dan kebersamaan yang telah
ditanamkan oleh nenek moyang terdahulu. Jika ada saudara sedusun yang kesusahan
maka masyarakat secara swadaya akan saling membantu, tidak terkecuali dalam hal ini

motif-motif tenun ikat baru yang seolah-olah milik bersama.

Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai peran dari pemerintah daerah Lombok Tengah
untuk memberikan upaya perlindungan bagi masyarakat yang memproduksi motif tenun
ikat?

Sudah ada upaya dari pemerintah seperti halnya sosialisasi dan pembimbingan, tetapi
belum maksimal, karena banyak faktor yang menyebabkan upaya tersebut belum
maksimal. Selama ini yang paling jelas terlihat adalah faktor budaya masyarakat,
pendidikan, anggaran dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, dan
faktor-faktor politik yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pemberian

perlindungan motif baru tenun ikat tersebut.
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10.

11.

Apakah selama ini peran dari pemerintah tersebut sudah efektif?
Belum efektif karena dalam penyuluhan maupun sosialisasi yang dilakukan pemerintah
belum mampu menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya hak

cipta.

Menurut Bapak/Ibu, apakah upaya dan peran Dinas terkait/Pemerintah Daerah, dalam
melakukan sosialisasi, pengarahan, dan pembimbingan mengenai pendaftaran hak cipta
sudah maksimal?

Belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi. Sosialisasi, pembimbingan dan
pengarahan perlu dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, dengan demikian

maka akan tumbuh kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak cipta.

Kendala apa yang terjadi di masyarakat mengingat pada saat ini masih banyak
masyarakat yang belum mendaftarkan hak cipta motif tenun ikatnya?

Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya hak cipta, faktor pendidikan, prosedur yang
rumit dan faktor budaya masyarakat setempat. Faktor-faktor inilah yang yang menjadi
kendala utama sehingga banyak masyarakat yang belum mendaftarkan hak cipta motif

tenunnya.

Bagaimana upaya yang harus dilakukan olen pemerintah untuk mengatasi
kendala/hambatan tersebut?

Meningkatkan sosialisasi, pengarahan, pembimbingan, penyuluhan dan pemahaman
kepada masyarakat tentang pentingnya hak cipta. Selain itu anggaran untuk

mewujudkan pelaksanaan sosialisasi secara berkala perlu ditingkatkan.
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12.

13.

Apakah aturan dalam UU Hak Cipta pada saat ini sudah cukup untuk memberikan
perlindungan bagi masyarakat?

Belum cukup, karena undang-undang hak cipta sendiri belum memberikan kejelasan
prosedur dan aturan dalam pendaftaran hak cipta itu sendiri. Dalam pasal Undang-
undang hak cipta sendiri tidak dijelaskan secara rinci mengenai perlindungan terhadap
tenun ikat, melainkan hanya dijelaskan pada bagian penjelasannya. Selain itu, dengan
adanya hak cipta maka hasil karya yang telah dipatenkan dan telah terdaftar akan
memiliki nilai ekonomis atau nilai jual yang tinggi. Karena nilai jual yang tinggi inilah,
kebanyakan masyarakat yang tidak mampu memilikinya dan pada akhirnya muncul
pembajakan atau barang tiruan sehingga para konsumen beralih ke barang tiruan
karena harganya yang lebih murah dan mungkin kualitasnya tidak sebagus aslinya. Ada
sedikit kendala bagi para pembuat atau pencipta suatu karya yang ingin mendaftarkan
hak ciptanya. Menurut prosedur, si pencipta harus memenuhi persyaratan administratif
dan subtantif sebagaimana diatur dalam Undang-undang, terutama dalam pembayaran

administrasi yang biasanya dikenakan biaya yang tidak sedikit.

Jika belum, hal-hal apa saja yang perlu diubah atau ditambahkan dalam regulasi Hak
Cipta tersebut?

Perlu dibuatkan pasal tersendiri mengenai perlindungan terhadap tenun ikat, tidak
hanya dijelaskan pada bagian penjelasannya. Selain hal tersebut perlu juga aturan
supaya mewajibkan pemerintah daerah untuk membuat peraturan turunan atau Perda
tentang kesenian-kesenian yang wajib dilindungi di daerah tersebut. Dari segi prosedur

dan persyaratan di permudah.
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14. Perlukah pemerintah daerah lombok tengah membuat peraturan daerah untuk
memberikan perlindungan hukum bagi motif tenun ikat baru yang di hasilkan oleh
pengrajin?

Sangat perlu, sehingga melalui perda inilah nantinya masyarakat terutama pengrajin
akan memiliki landasan hukum yang jelas dalam mendaftarkan motif baru hasil

karyanya.
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LAMPIRAN 3

RINGKASAN HASIL WAWANCARA
DENGAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
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RINGKASAN JAWABAN

Bagaimana upaya pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah dalam melestarikan tenun ikat sukerare?

Selama ini untuk melestarikan tenun ikat sukerare dilakukan melalui pemasaran,
pemberian modal dan penggunaan tenun ikat dilingkungan pemda. Selain itu, ada juga
upaya untuk mengarahkan masyarakat supaya lebih bergairah dalam mendaftarkan
motif baru yang mereka ciptakan, dengan demikian maka motif-motif tersebutpun dapat

dilestarikan.

Menurut pendapat Bapak/Ibu, apakah pengrajin tenun ikat sukerare berupaya maksimal
dalam melestarikan tenun ikat?

Selama ini menurut mereka mungkin sudah maksimal, tetapi menurut pribadi belum
maksimal, karena selama ini jumlah pendaftar yang mengajukan permohonan hak cipta
sangat sedikit. Diskoperindag melihat pengrajin juga belum begitu bergairah dalam
mendaftarkan motif baru yang mereka ciptakan. Selain itu tingkat kesadaran masyarakat

yang masih rendah tentang pentingnya hak cipta.

Apa saja peran dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Lombok Tengah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengrajin tenun ikat?
Mengarahkan, membina, membimbing, memberikan modal, membantu memasarkan dan

memfasilitasi pengrajin tenun ikat dalam mendaftarkan hasil karyanya.
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4. Berapa jumlah permohonan pendaftaran hak cipta motif tenun ikat Sukerare pada saat
ini?
Jumlah pengrajin tenun ikat di Desa sukerare saat ini kurang lebih 300 orang prngrajin.
Pengrajin yang berdomisili di dusun Sukerare sendiri, yang terdaftar di Diskoperindag
berjumlah 65 pengrajin. Jumlah pemohon pendaftar hak cipta motif tenun, yang
berdomisisli di dusun Sukerare sangat sedikit sekali sekitar 30-an orang pengrajin, dan
jumlah itu sampai dengan bulan Oktober 2013 teritung semenjak Januari 2013. Sedang
untuk jumlah sampai dengan Januari 2014 berjumlah 80 orang pengrajin. Ada

peningkatan jumlah pengrajin tetapi tidak ada peningkatan jumlah pendaftar hak cipta.

5. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka menfasilitasi pendaftaran hak
cipta motif tenun ikat Sukerare?

Selama ini yang dilakukan pemerintah kabupaten melalui Diskoperindag adalah dengan
membimbing dan mengarahkan pengrajin. Setelah semua persyaratan administrasi
terpenuhi sampai dengan tingkat kabupaten. Diskoperindag kabupaten meneruskan
sampai dengan provinsi di Kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM Nusa
Tenggara Barat. Selanjutnya sampai pusat diteruskan oleh pemerintah provinsi melalui

dinas terkait.
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6. Apakah pihak Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Lombok Tengah melakukan upaya sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran hak
cipta bagi pengrajin tenun ikat?

Upaya sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta, sering dilakukan tetapi
mungkin belum terjadwal dengan jelas. Sehingga hal inilah yang mungkin dirasa oleh

pengrajin belum maksimal.

7. Setiap kapan sosialisasi tersebut dilaksanakan?
Belum terjadwal dengan jelas, terkadang jika ada permintaan dari asosiasi pengrajin
setempat baru pihak pemerintah Diskoperindag memberikan penyuluhan dan sosialisasi.

Tetapi dalam setiap tahun pasti pemerintah melakukan penyuluhan.

8. Bagaimana respon dari pengrajin atas sosialisasi yang dilakukan tersebut?
Sebagian ada yang merespon positif tetapi tidak sedikit pula yang merespon biasa, hal
ini mungkin karena faktor pendidikan pengrajin dan budaya di sukerare yang rasa

kekeluargaannya masih tinggi.

9. Apakah dari dinas melakukan upaya pendampingan kepada pengrajin dalam melakukan
pendaftaran hak cipta tenun ikat?
Dalam melakukan pendampingan, pihak Diskoperindag melakukan pendampingan
sampai dengan tingkat kabupaten dalam hal pengumpulan persyaratan. Selanjutnya dari
kebupaten diteruskan oleh Diskoperindag kabupaten ke Kantor wilayah Kementrian
Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya sampai pusat diteruskan oleh

pemerintah provinsi melalui dinas terkait.
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10.

11.

12.

Apakah pihak dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Lombok Tengah melakukan upaya jemput bola bagi masyarakat pengrajin yang akan
melakukan pendaftaran hak cipta motif tenun ikatnya?

Hal ini yang belum mampu dilakukan oleh di Diskoperindag. Hal ini disebabkan oleh
kurangnya SDM di lingkungan Diskoperindag dan banyaknya pekerjaan lain yang harus

di selesaikan oleh Diskoperindag.

Apakah pihak dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Lombok Tengah memberikan upaya penyuluhan bagi pengrajin untuk meningkatkan
daya ekonomi masyarakat pengrajin tenun ikat Sukerare?

Dalam sosialisasi yang kami lakukan, penyuluhan bagi pengrajin untuk mengarahkan
pengrajin dalam meningkatkan perekonomian selalu dilakukan, hal ini tiada lain untuk
memberdayakan masyarakat sebagaimana visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lombok
Tengah. Mewujudkan masyarakat lombok tengah yang sejahtera dan Memberdayakan

masyarakat melalui budaya dan kesenian.

Apakah keuntungan yang diperoleh baik oleh pemerintah daerah maupun pengrajin jika
tenun ikat sukerare sudah mendapat hak cipta atas motif baru yang diciptakannnya?

Jika dilihat sangatlah banyak keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah maupun
pengrajin, tentu keuntungan ini dapat dilihat dari segi ekonomi. Seperti halnya, semakin
banyak motif baru maka akan memperkaya motif di pasaran, sehingga berdampak pada

meningkatnya daya beli masyarakat.
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13.

14.

15.

Kendala apa saja yang dialami oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah dalam memfasilitasi permohonan pendaftaran
hak cipta motif tenun ikat Sukerare pada saat ini?

Selama ini yang menjadi kendala dalam memfasilitasi permohonan pendaftaran hak
cipta motif tenun, adalah prosedur yang rumit di tingkat Kanwil Kemenhumham NTB.
Lamanya proses pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat hak cipta menyebabkan

pengrajin banyak yang merasa putus asa.

Apakah faktor budaya yang ada di masyarakat sukerare menjadi salah satu penyebab
kurangnya pengrajin yang mendaftarkan motif baru tenun ikatnya?

Selama ini yang kami rasakan dilapangan, faktor budaya masyarakat memang menjadi
salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya pengrajin yang mendaftarkan motif baru
tenun ikat hasil karyanya. Hal ini lebih disebabkan karena rasa kekelurgaan yang kuat

di lingkungan masyarakat sekitar.

Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lombok Tengah untuk mengatasi kendala tersebut?

Menanam dan menumbuhkembangkan rasa sadar tentang pentingnya pendaftaran hak
cipta tenun ikat hasil karya cipta pengrajin, yang dapat berdapak terhadap

perkembangan ekonomi masyarakat dan pengrajin tenun ikat pada khususnya.
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LAMPIRAN 4

RINGKASAN HASIL WAWANCARA
DENGAN KEPALA SUB PERLINDUNGAN HUKUM DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
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RINGKASAN JAWABAN

Bagaimana menurut pendapat Bapak/lbu mengenai perkembangan perlindungan hak
cipta pada saat ini khususnya di wilayah Lombok Tengah?

Perkembangan perlindungan hak cipta pada saat ini khususnya di wilayah Lombok
Tengah, mengalami perkembangan yang sangat baik, artinya masyarakat secara
perlahan-lahan mulai menyadari pentingnya pendaftaran hak cipta hasil karyanya,
namun tidak sedikit pula yang tidak peduli terhadap pentingnya hak cipta itu sendiri.
Hal ini sebenarnya yang menjadi tugas berat pemerintah untuk menumbuhkan rasa

sadar kepada masyarakat.

Bagaimana peran dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Lombok Tengah dalam memberikan perlindungan hukum atas hak cipta motif tenun ikat
bagi pelaku usaha?

Peran dari Diskoperindag Kabupaten Lombok Tengah dalam memberikan perlindungan
hukum atas hak cipta motif tenun ikat bagi pelaku usaha adalah, dengan membimbing
pelaku usaha dan mengarahkan sampai dengan tingkat kabupaten, Diskoperindag
kabupaten meneruskan sampai provinsi di Kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM
Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya sampai pusat diteruskan oleh pemerintah provinsi

melalui dinas terkait.

Mengapa belum banyak pengrajin tenun ikat yang melakukan permohonan pendaftaran
hak cipta atas motif tenun ikat yang dihasilkannya?
Jika melihat hal ini tentu kita harus mengetahui latar belakang pendidikan pengrajin,

dan budaya serta kebiasaan masyarakat setempat. Tidak sedikit para pengrajin tenun
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ikat di sukerare yang hanya tamat sekolah dasar, dan bahkan ada juga yang belum
sekolah sama sekali. Faktor pendidikan inilah yang menyebabkan pola fikir pengrajin

belum sadar akan pentingnya mendaftarkan hak cipta tenun ikat.

Kendala apa saja yang biasanya dialami oleh pengrajin tenun ikat sehingga tidak
melakukan pendaftaran hak cipta atas motif tenun ikat yang dihasilkannya?

Banyak hal yang mungkin menyebabkan hal tersebut terjadi, terkadang pengrajin tidak
ingin disibukkan dalam mengurus pendaftaran yang rumit dengan prosedur. Faktor
biaya dalam pendaftaran dan bahkan budaya dimana motif baru yang dihasilkan dirasa

milik bersama-sama.

Bagaimana proses pendaftaran hak cipta melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah?

Alur pengajuan permohonan pencatatan ciptaan merupakan tahapan yang harus dilalui
olen pemohon hingga memperoleh bukti/tanda bukti mengajukan permohonan
pencatatan ciptaan. Alur pengajuan permohonan pencatatan ciptaan tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut,
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PERMOHONAN PENDAFTARAN
HAK CIPTA

® 8 & 8 & @

MENGIS| FORMULIR PENDAFTARAN;
MELAMPIRKAN CONTOH CIPTAAN & URAIAN ATAS CIPTAAN YANG DIMOHONKAN;
MELAMPIRKAN BUKTI KEWARGANEGARAAN PENCIPTAATAL PEMEGANG HAK CIPTA;
MELAMPIRKAN BUKTI BADAN HUKUM BILA FEMOHON ADALAH BADAN HUKUM,
MELAMPIRKAN SURAT KUASABILA MELALUI KUASA,
MEMEBAYAR ElAYA PERMOHOMNAN,

w

PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF

TIDAK LENGKAP

LENGKAP

r

EVALUASI

MAX 3 BLN

-4

TIDAK

r

DIDAFTARKAN

k4

DITOLAK

Setelah selesai di evaluasi oleh petugas Diskoperindag, kemudian pendaftar diberikan
bukti/tanda telah mengajukan permohonan, bukti/tanda ini berupa kwitansi yang
dikeluarkan diskoperindag. Sedangkan bukti

dikeluarkan oleh Kanwil Kemenhumham NTB setelah diserahkan oleh diskoperindag

atau tanda telah mendaftar akan

kabupaten selaku fasilitator, yang kemudian diserahkan kembali kepada pemohon, Bukti

atau tanda yang dikeluarkan kanwil bukan merupakan Sertifikat pencatatan ciptaan.

Setelah tahapan ini, akan diproses lebih lanjut oleh Kanwil Kemenhumham sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan masing-masing

rezim HKI hingga dengan dikeluarkannya keputusan akhir.
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6.

Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh pengrajin apabila melakukan pendaftaran

hak cipta atas motif tenun ikat yang dihasilkannya?

a.

Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap tiga (formulir dapat diminta secara

cuma-cuma pada Kantor Diskoperindag), lembar pertama dari formulir tersebut

ditandatangani di atas materai Rp.6.000 (enam ribu rupiah).

Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan

1) Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;

2) Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta; nama,
kewarganegaraan dan alamat kuasa; jenis dan judul ciptaan;

3) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;

4) Uraian ciptaan rangkap 4;

Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan;

Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa

fotocopy KTP atau paspor

Apabila pemohon badan hukum, maka pada surat permohonannya harus

dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut

Melampirkan surat kuasa, bilamana permohonan tersebut diajukan oleh seorang

kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut

Apabila permohonan tidak bertempat tinggal di dalam wilayah RI, maka untuk

keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan

menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI

Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang

dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya,

dengan menetapkan satu alamat pemohon
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7.

i. Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan

hak

J. Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya

k. Membayar biaya permohonan pendaftaran ciptaan Rp.200.000, khusus untuk

permohonan pendaftaran ciptaan program komputer sebesar Rp.300.000

Berapa jangka waktu pemrosesan pendaftaran hak cipta tersebut?
Jangka waktu pendaftaran hak cipta kurang lebih 9 bulan, sejak permohonan diterima.

Cukup lama bagi pengrajin.

Berapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pendaftaran hak cipta tersebut?
Sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Angka ini yeng menurut sebagaian besar
pengrajin terlalu besar, karena belum teritung biaya-biaya yang lain seperti transportasi

dan perlengkapan administrasi.

Manfaat apa yang diperoleh bagi pelaku usaha apabila mendaftarkan hak cipta atas motif
tenun ikat yang dihasilkannya?

Manfaat apa yang diperoleh bagi pelaku usaha adalah manfaat ekonomi, apabila
ciptaan atau invensi tersebut dipergunakan atau dimanfaatkan. Nilai ekonomis ini
adalah hak bagi pemilik hak cipta. Hak ekonomi (economic right) adalah hak untuk
memperoleh keuntungan ekonomis atas kekayaan intelektual. Sehingga, dari hak
ekonomi tersebut akan diperoleh keuntungan sejumlah uang dari penggunaan sendiri
atau karena penggunaan melalui lisensi oleh orang lain. Dengan adanya hak cipta ini,

akan memancing pengrajin lain untuk membuat karya cipta baru, sehingga memperkaya
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10.

motif tenun itu sendiri, dengan demikian ketika dijual dipasar, konsumen akan memiliki

banyak pilihan, maka dengan sendirinya akan meningkatkan daya beli masyarakat.

Bagaimana upaya kedepan yang akan dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan jumlah
permohonan pendaftaran industri bagi pengrajin tenun ikat?

Diskoperindag bekerjasama dengan kepala desa setempat dan ketua kelompok atau
asosiasi tenun ikat sukerare, akan meningkatkan penyuluhan dan pengarahan kepada
pengrajin, supaya tergerak hatinya dan sadar bahwa hak cipta itu penting, dan memiliki

manfaat yang baik bagi perekonomian pribadi maupun daerah.
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LAMPIRAN 5

RINGKASAN HASIL WAWANCARA
DENGAN KETUA PAGUYUBAN PENGRAJIN TENUN IKAT SUKERARE
DI LOMBOK TENGAH
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1.

RINGKASAN JAWABAN

Bagaimana perkembangan usaha tenun ikat Sukerare saat ini?
Perkembangannya sangat pesat, banyak anak-anak muda yang kini mempelajari tenun
ikat. Selain itu dari tahun-ketahun pengrajin tenun ikat kini semakin banyak dan jumlah

produksinya pun ikut meningkat.

Bagaimana antusiasme masyarakat dalam melestarikan tenun ikat?

Antusiasme masyarakat dalam melestarikan tenun ikat sangat baik, terbukti dari
banyaknya penggunaan tenun ikat dalam kehidupan sehari-hari, selain itu kini tenun ikat
juga sudah mulai dipelajari di sekolah-sekolah karena dimasukkan dalam mata
pelajaran muatan lokal. Tenun ikat sekarang ini, tidak hanya sebatas sebagai pakaian
adat semata, tetapi lebih didesain untuk semua kalangan dengan nuansa lebih modern.
Banyak juga yang didesain sedemikian rupa sehingga mampu menjelma menjadi

cindramata dan sovenir-sovenir unik, bahkan elemen interior rumabh.

Apakah upaya dan peran pemerintah daerah sudah dirasa maksimal dalam melestarikan
tenun ikat?
Selama ini upaya dari pemerintah memang ada, tetapi bagi penilaian kami para

pengrajin belum maksimal.
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4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pengrajin selama ini untuk melindungi motif
tenun ikat yang diproduksinya?
Banyak yang mengikuti arahan dan bimbingan dari pemerintah melalui Diskoperindag.
Sehingga ada sebagian yang mendaftarkan tetapi banyak pula yang selepas pengarahan

tidak perduli sama sekali.

5. Apakah pengrajin melakukan pendaftaran hak cipta motif tenun ikat yang
diproduksinya?

Sebagian ada yang melakukan pendaftaran.

6. Kendala apa yang dihadapi oleh pengrajin yang tidak mendaftarkan hak cipta motif tenun
ikat yang diproduksinya?
Prosedur yang rumit, ketidaktahuan (tingkat pendidikan), cara pandang dan cara

berfikir masyarakat sekitar (budaya), dan biaya yang mahal untuk ukuran pengrajin.

7. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pengrajin selama ini apabila ada pengrajin lain
yang mempergunakan motif tenun ikat yang diproduksinya?
Kebanyakan dibiarkan saja, karena yang menggunakan mayoritas anggota keluarga
yang profesinya sama-sama menjadi pengrajin, sehingga untuk melarang pun tidak
mungkin. Sedangkan jika digunakan oleh orang lain, pengrajin pertama biasanya tidak
enak hati menegur, karena sama-sama bertujuan mencari rezeki. Disinilah faktor

budaya dimana rasa kekeluargaan terasa masih sangat kental.
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10.

11.

12.

Apakah budaya tradisional yang dianut oleh masyarakat pengrajin tenun ikat Sukerare
menjadikan penghambat bagi pengrajin untuk mengembangkan motif tenun ikatnya?

Benar, selama ini faktor budaya masyarakat yang masih memegang teguh rasa
kekeluargaan dan kebersamaan, menjadi salah satu faktor utama sehingga pengrajin

sulit mengembangkan motif tenun ikat yang dimilikinya.

Apakah pihak pemerintah daerah membantu pengrajin tenun ikat untuk melakukan
pendaftaran hak cipta motif tenun ikat yang diproduksinya?

Membantu dan membimbing tetapi belum maksimal bagi kami pengrajin.

Jika iya, upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut untuk melakukan
pendaftaran hak cipta motif tenun ikat yang diproduksinya?

Membantu dalam melengkapi persyaratan sampai dengan tingkat kabupaten, kemudian
dari kabupaten, Diskoperindag Lombok Tengah yang meneruskan ke kanwil

kemenhumham NTB.

Jika tidak, mengapa hal tersebut dapat terjadi?

Harapan apa yang diinginkan oleh pengrajin tenun ikat supaya motif tenun ikat yang
diproduksinya mendapatkan perlindungan hukum?

Pemerintah, hendaknya mempermudah prosedur pendaftaran, sehingga tidak terkesan
rumit dan susah, salain itu lamanya keluar sertifikat hak cipta dari pusat tentang suatu
motif yang dilindungi juga menyebabkan pengrajin menjadi malas dalam melakukan

pendaftaran. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan oleh pengrajin. Mungkin perlu
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kiranya jika dibuat suatu perda atau mungkin memperjelas undang-undang hak cipta

sehingga motif-motif baru tenun ikat lebih mudah untuk dilindungi.
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PENGALAMAN KEPANITIAAN

Kegiatan

Panitia Seminar Nasional

Panitia OSPEK Jurusan
Pendidikan Teknik
Elektronika

Panitia Seminar Anti
Virus

Panitia MAKRAB Jurusan
Pendidikan Teknik
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Himpunan
Mahasiswa
Elektronika
(HIMANIKA) FT
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Mahasiswa
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Mahasiswa
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2009




i

10.
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Peserta Seminar
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“Evaluasi Makro Kebijakan
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Progo dalam Perspektif

Kerakyatan dan Kebangsaan”

e ———
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Himpunan Mahasiswa
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(HIMANIKA) FT UNY
Himpunan Mahasiswa
Elektronika

(HIMANIKA) FT UNY
Himpunan Mahasiswa
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(HIMANIKA) FT UNY

Badan Eksekutif Mahasiswa
(BEM) FT UNY
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Communication in the Global
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“Communication Style, How to

Create a Kaleidoscope”
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Program Pascasarjana
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
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Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Program Pascasarjana
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Program Pascasarjana
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Magister Akutansi Fakultas
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Universitas Gadjah Mada
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PENGALAMAN MENULIS
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_ Karya Tulis lImiah
‘ 6. ' Hukum Terhadap Hak Cipta Tenun lkat (Tesis) 2014 |
esis
jd Sukerare Sebagai Kekayaan Intelektual l

1 Tradisional Di Indonesia
l Pengaruh Peran Komite Sekolah, Motivasi l

Berprestasi Guru, Kompensasi, Dan _ . ‘
A.‘ - Karya Tulis llmiah ‘
: 7. | Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap (Tesis) 2014 ‘
| esis

| Kinerja Guru SMK Di Kecamatan Kuripan |

Kabupaten Lombok Barat




